KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 284 TAHUN 2024
TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEHUMASAN PADA KEMENTERIAN AGAMA

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KESATU

KEDUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa wuntuk meningkatkan kualitas pelayanan
kehumasan pada Kementerian Agama, perlu
pengelolaan kehumasan yang terbuka, objektif,
profesional, akuntabel, dan integral;

b. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan kehumasan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
ditetapkan pedoman;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang
Pedoman Pengelolaan Kehumasan pada Kementerian
Agama;

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang
Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan
Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
955);

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN KEHUMASAN PADA KEMENTERIAN
AGAMA.

Pengelolaan Kehumasan pada Kementerian Agama
diselenggarakan di tingkat:

a. Kementerian Agama; dan

b. unit kerja pada Kementerian Agama.

Pengelolaan Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU huruf a dilaksanakan oleh Biro Hubungan
Masyarakat, Data, dan Informasi.
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KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

0k

Pengelolaan Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU huruf b dilaksanakan oleh:

a. sekretariat pada unit kerja eselon I;

b. bagian tata usaha pada Kantor Wilayah Kementerian
Agama provinsi;

c. subbagian tata usaha pada Kantor Kementerian Agama
kabupaten/kota;

d. Dbiro atau bagian yang membidangi kehumasan pada
Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;

e. wakil kepala yang membidangi kehumasan pada
Madrasah Negeri;

f.  wakil kepala atau praktisi humas pada Satuan
Pendidikan Keagamaan Negeri; dan

g. praktisi humas pada Unit Pelaksana Teknis

Unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, dan
menyampaikan informasi publik kepada
kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Pengelolaan Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KETIGA huruf a sampai dengan huruf d dilakukan
oleh tim kerja atau penanggung jawab kehumasan yang
diketuai oleh Pranata Humas.

Pengelolaan Kehumasan pada Kementerian Agama
dilaksanakan sesuai dengan Pedoman sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2024

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

< YAQUT CHOLIL QOUMAS?’
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